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: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2015

v

BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

. PERATURAN BUPATI ACEH TAMIAN G
" NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2016

LR

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
BENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGL MAHA PENYAYANG
' DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
g " BUPATI ACEH TAMIANG,

tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016.

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersiti dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851); : A

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Négara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

4. Undang-Undang......
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan - Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah*(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438); |’

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62; Tambahan Lebaran Negara Nomer 4633);

9. Undang-Undang .Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

12.Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

15. Peraturan Pemerintah.......
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tent.ang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17.Peraturan ‘Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); '

18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19.Peraturan Pgmerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45895); : )

20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); _

21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); _

23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
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Menetapkan

Bersumber Dari ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540)

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahuin 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

33.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetepan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

34.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah

36.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN -

: PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal 1.....
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

®

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 128.6-1 1.726.827,00
b. Dana Perimbangan Rp. 925.194.923.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 281.411.602.189.00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.335.218.252.016,00

:

A b

2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung <
1) Belanja Pegawai ’ : Rp.468.484.487.748,00
2) Belanja Hibah ' Rp. 10.000.000.000,00
3) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ '
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp.193.273.687.202,00
4) Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00
b. Belanja Langsung i N :
1) Belanja Pegawai Rp. 61.381.325.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp.270.599.064.057,00
3) Belanja Modal Rp.370.003.667.509,00
Jumlah Belanja : Rpl.376.742.232.016,00
Surplus/(Defisit) Rp. (41.523.980.000,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp.45.023.980.000,00
b. Pengeluaran Rp_3.500.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 41.523.980.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp 0,00
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.




Pelaksanaan Penjabaran APBK, yéng di:tetapkan dalam peraturan ini dituan

gkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ll;{étentuan perundang-undangan. '

) ] Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

]

f

Ditetapkan di Karang Baru

28 Desember 2015 M

pada panggal : T2 Rabiul Awal 1437

Diundangkan di Karang Baru BUPATI ACEH TAMIANG

dat al - 28 Desember 2015 M
paca tangeal : 16 Rabiul Awal 1437 &
« < HAMDAN SATI
T SEKRETARIS DAE

RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2015 NOMOR 43
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LampitanI  Penjabaran APBK Aceh Tamiang
Nomor i 43 Tahun 2015
Tanggal : 28 December 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016
URAIAN JUMLAH
1 2 3
1 PENDAPATAN 1.335.218.252.016,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 128.611,726.827,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 11.005.330.475,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 72.818.129.262,00
1.1.3 Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.364.937.098,00
1.1.4 Zakat 6.500.000.000,00
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah _31.923.329.992,00_
1.2 DANA PERIMBANGAN e 525.194.923.000,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak o 83,196.,550.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 542.165.803.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus . 299,832.570.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 281.411.602.189,00
1.3.3 Dana Bagl Hasil Fajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya .20.5_84.689.308,00
1.3.4 Dana Penyesualan dan Otonomi Khusus 260.826.912.881,00
2 BELANJA 1.376.742.232.016,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG * - &7@.758.174.950,00
2. Belanja Pegawai - 468.484.487.748,00
2, Belanja Hibah 10.000.000.000,00
2,1, Belanja Bantuan Kevangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 193.273.687.202,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 701.984.057.066,00
2.2.1 Belanja Pegawai 61.381.325.500,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 270.599.064.057,00
2.2.3 Belanja Modal 370.003.667.509,00
SURPLUS / (DEFIélT) (41.523.980.000,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 45,023.980.000,00
e T
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 45.023.980.000,00
3.2 . PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.500.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pernerintah Daerah 3.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTQ 41.523.580.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
Karang Baru, 28 December 2015
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